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Kemarin adalah kenangan dan esok adalah harapan.  
Tapi yang penting. Hari ini adalah kenyataan yang harus dijalani sebaik-baiknya.  
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Jangan menyerah dulu sebelum melakukan sesuatu. 
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(Ohnoki) 
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ABSTRAK 
 
Sandra Pramudita Yuliyanti, D1513091, “Sistem Pengajuan Surat 
Permohonan Informasi Tata Ruang Di Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Boyolali”, Tugas Akhir Program Studi Manajemen 
Administrasi, Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2016, 58 Halaman 
 
Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terkait 
sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali.  
Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan 
mendiskripsikan sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang di 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. Sumber data yang 
diperoleh berdasarkan narasumber, peristiwa atau aktivitas, dokumen dan arsip 
terkait dengan informasi tata ruang. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui 
wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen dan arsip yang berkaitan dengan 
permohonan informasi tata ruang. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa 
sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali yaitu sebagai berikut : Pemohon 
mengajukan surat permohonan informasi tata ruang beserta persyaratannya ke 
bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. Surat permohonan tersebut diproses 
dan dilakukan pengecekan lokasi. Pengecekan lokasi ini berpedoman pada 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. Setelah lokasi itu dicek 
oleh petugas, hasil dari cek lokasi ini dirapatkan. Setelah rapat hasil cek lokasi, 
maka keluarlah surat jawaban permohonan informasi tata ruang yang menyatakan 
bahwa lokasi itu sesuai atau tidak dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Boyolali kemudian surat tersebut diberikan kepada pemohon. Kendala 
yang dihadapi adalah kurangnya jumlah pegawai yang mengakibatkan banyak 
masyarakat yang komplain mengenai lamanya jawaban surat permohonan 
informasi tata ruang dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses 
pengajuan surat permohonan informasi tata ruang tersebut.  
 
Keywords : Bappeda, Informasi Tata Ruang, Surat Permohonan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dengan bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan 
meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan seperti  pembangunan sektor 
perumahan, perdagangan, industri, transportasi, maupun untuk pembangunan 
lainnya. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan akan berdampak pada 
kebutuhan lahan yang semakin meningkat sebagai tempat kegiatan 
pembangunan tersebut. Namun hal tersebut tidak didukung dengan 
ketersediaan lahan yang memadai. Dengan kondisi seperti ini, maka 
membutuhkan suatu perencanaan tata ruang yang efektif, efisien dan 
berkelanjutan pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota. 
Dalam proses perencanaan tata ruang, aspek tata guna tanah merupakan aspek 
penting untuk ditinjau sehingga dapat ditelaah jenis penggunaan tanah dan 
pola struktur ruang yang ada. Selain itu upaya pemanfaatan dan pengendalian 
ruang juga tidak kalah penting terutama untuk menjaga keberlanjutan 
pembangunan.  
Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah maupun masyarakat harus dilakukan sesuai dengan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 26 tahun 
2007 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pengaturan penataan ruang 
memberikan andil cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga 
hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. 
Salah satu pemerintah daerah yang telah memiliki rencana tata ruang wilayah 
adalah Kabupaten Boyolali. Seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 yang menyatakan bahwa : 
“Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali yang selanjutnya 
disingkat RTRW Kabupaten Boyolali adalah arahan kebijakan dan strategi 
pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan 
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ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program 
pembangunan.”( Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 
Pasal 1 Ayat 21).  
 
Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan tidak ada lagi 
pembangunan-pembangunan liar yang berada di kawasan yang bukan 
peruntukannya. Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan dibutuhkan 
partisipasi dari masyarakat. Masyarakat harus mengetahui informasi 
mengenai tata ruang terlebih dahulu sebelum mendirikan bangunan. Karena 
jika melakukan pembangunan tanpa didasari dengan rencana tata ruang akan 
timbul suatu permasalahan seperti tidak tertatanya bangunan, kekumuhan, 
kemacetan, banjir, ketidaksesuaian penggunaan konversi lahan seperti lahan 
pertanian yang kemudian digunakan untuk lahan permukiman dan 
perdagangan yang mengakibatkan semakin berkurangnya lahan pertanian dari 
tahun ke tahun serta dampak negatif lainnya bagi lingkungan. Dari 
permasalahan tersebut jika tidak ada tindak lanjut maka akan berakibat pada 
kegiatan pengembangan wilayah yang terhambat sehingga akan berdampak 
pada kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang dapat menjadi alat yang 
efektif untuk mencegah permasalahan tersebut. 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai 
tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 
Di Bappeda Kabupaten Boyolali terdapat empat Bidang. Bidang yang 
berkaitan dengan penataan ruang yaitu Bidang IV Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah. Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan 
masyarakat harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan bidang IV 
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk mendapatkan informasi 
mengenai tata ruang. Karena dalam penataan ruang atau bangunan harus jelas 
mana lahan yang digunakan untuk pertanian, lahan untuk industri, lahan 
untuk permukiman, serta lahan untuk keperluan lainnya supaya tidak terjadi 
tumpang tindih dalam pengalokasian lahan.  
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Untuk mengetahui lokasi yang akan didirikan bangunan itu sesuai 
atau tidak dengan peruntukannya maka masyarakat bisa mengajukan surat 
permohonan informasi tata ruang. Dari surat permohonan tersebut dapat 
dilakukan pengecekan lokasi, dalam melakukan pengecekan lokasi ini 
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 9 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. 
Jika lokasi permohonan tersebut sesuai dengan peruntukannya maka akan 
disetujui dan untuk tindak selanjutnya berkoordinasi dengan dinas-dinas 
terkait. Jika lokasi tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya maka akan 
ditolak, apabila ada yang melanggar tata ruang maka akan dikenakan sanksi 
administratif sampai dengan sanksi pidana. Seperti yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
Dibawah ini kasus terkait pelanggaran izin tata ruang yaitu sebagai 
berikut : 
JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur 
(Bopunjur), tempat berdirinya Hotel Club Bali yang longsor pada 
Rabu pagi (9/3/2016) merupakan kawasan yang peruntukannya bukan 
pemukiman, hotel, dan vila. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Jawa Barat, Kawasan Bopunjur termasuk kawasan 
strategis provinsi (KSP) yang berfungsi lindung dan sebagai area 
konservasi. "Oleh karena itu harus ada regulasi khusus terkait dengan 
penataan wilayah di Kawasan Bopunjur itu yang merupakan mandat 
RTRW Jawa Barat dan memang bukan tempatnya pemukiman, hotel, 
atau vila," kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 
(Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan, kepada Kompas.com, Jumat 
(11/3/2016). Berkaitan dengan hal tersebut timbul pertanyaan apakah 
semua properti mulai dari hotel hingga vila yang ada di wilayah 
Puncak melanggar tata ruang dan izin lingkungan? Menjawab 
pertanyaan itu, Dadan mengungkapkan, RTRW Jawa Barat baru 
keluar setelah banyaknya pembangunan area komersial di Kawasan 
Bopunjur. "Jadi begini, peraturan daerah (perda) RTRW Jawa Barat 
itu keluar pada 2009 sementara banyak hotel dan villa yang dibangun 
sebelum itu. Artinya pemberlakuan kawasan sesuai dengan RTRW 
Jabar itu baru sejak 2009," jawabnya. Sayangnya, Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cianjur 
tidak mengantisipasi menjamurnya properti komersial di Puncak, dan 
Cipanas (Cianjur). Akibatnya, banyak dari area tersebut yang berdiri 
tanpa jaminan keamanan dan terhindar dari bencana seperti halnya 
Hotel Club Bali. Seharusnya pemerintah provinsi dan kabupaten 
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sebangun sejalan melakukan moratorium perizinan mengingat faktor 
fungsi daerah tangkapan air. "Vila-vila juga sudah masif sebelumnya 
dan juga faktor rawan bencana longsor serta gerakan tanah. Jadi 
Bopunjur darurat moratorium properti," ungkap Dadan. Walhi Jabar 
sejauh ini mencatat ada kurang lebih 3.000 hotel dan vila ada di 
daerah Puncak. Sekitar setengah dari jumlah tersebut melanggar 
perizinan tata ruang dan lingkungan. (http://properti.kompas.com/read  
/2016/03/11/171109221/Soal.Ambruknya.Hotel.Club.Bali.Bopunjur.D
arurat.Moratorium.Properti diakses tanggal 27 Maret 2016 jam 20.30 
WIB) 
 
Mengingat pentingnya mengetahui informasi mengenai tata ruang 
agar tidak terjadi permasalahan di masa mendatang. Maka penulis tertarik 
untuk mengambil judul “Sistem Pengajuan Surat Permohonan Informasi Tata 
Ruang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat 
dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 
1. Bagaimana sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang 
di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali? 
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pengajuan surat permohonan 
informasi tata ruang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Boyolali? 
C. Tujuan Pengamatan 
            Adapun tujuan dari penulisan laporan ini sebagai berikut : 
1. Tujuan Operasional :  
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sistem pengajuan surat 
permohonan informasi tata ruang di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. 
2. Tujuan Fungsional :  
Pengamatan ini bertujuan agar hasilnya dapat bermanfaat dan 
berguna bagi semua pihak yang berkepentingan baik itu penulis 
maupun pembaca sebagai pengetahuan mengenai sistem pengajuan 
5 
 
 
 
surat permohonan informasi tata ruang di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali.  
3. Tujuan Individual  :  
Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli 
Madya (A.Md.) dalam bidang Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu 
Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 
D. Manfaat Pengamatan 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan ini sebagai 
berikut : 
1. Bagi Penulis 
Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang 
sistem pengajuan surat informasi tata ruang selain ilmu yang telah 
diperoleh selama perkuliahan. 
2. Bagi Instansi 
Dapat memberikan masukan bagi lembaga yang bersangkutan 
untuk melakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan hasil 
temuan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Sistem Pengajuan 
Sebelum menjelaskan mengenai sistem pengajuan terlebih 
dahulu akan dijelaskan pengertian mengenai sistem dan pengajuan 
untuk mempermudah pemahaman mengenai hal tersebut.  
a. Sistem  
1) Pengertian Sistem 
Adapun pengertian sistem menurut L. James Havery 
dalam bukunya Khaerul Umam, (2014 : 221) yang berjudul 
Manajemen Perkantoran mengemukakan bahwa : 
“Sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk 
merancang rangkaian komponen yang berhubungan satu dan 
lainnya sebagai kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan 
yang telah ditentukan”. 
 
Pengertian sistem menurut Raymond Mcleod dalam 
bukunya H.A. Rusdiana, & Moch. Irfan, yang berjudul Sistem 
Informasi Manajemen (2014: 28) sebagai berikut : 
“Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi 
untuk mencapai suatu tujuan.”  
Pengertian sistem menurut Lani Sidharta dalam bukunya 
H.A. Rusdiana, & Moch. Irfan, yang berjudul Sistem Informasi 
Manajemen (2014: 29) mengemukakan bahwa : 
 “Sistem adalah himpunan dari bagian yang saling 
berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang 
sama. 
 
Sedangkan menurut V. Wiratna Sujarweni dalam 
bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi (2015:1) pengertian 
sistem dilihat dari elemen-elemennya yang dimaksud dengan
7 
 
 
 
“Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan 
dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai 
suatu tujuan. Contoh : sistem pernapasan manusia yang terdiri 
dari elemen-elemen hidung, tenggorokan, paru-paru pembuluh 
darah dan darah, elemen-elemen tersebut saling bekerja sama.” 
 
Sedangkan menurut Mr. S. Prajudi Atmojosudirdjo 
dalam bukunya Tata Sutabri yang berjudul Analisis Sistem 
Informasi (2012:7), menyatakan bahwa :  
“Suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur 
atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu 
sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut 
merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang 
tertentu.” 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 
bahwa, sistem adalah kumpulan dari beberapa bagian atau 
komponen yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama 
serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan. 
2) Model Sistem 
Menurut Gordon B. Davis (1984:69), model umum 
sebuah sistem terdiri dari masukan, pengolahan dan keluaran. 
Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan 
yang beroperasi bersama untuk mencapai sasaran atau maksud, 
Gambar model umum sebuah sistem, yaitu : 
Bagan 2.1 1 
Model Sistem 
 
            
 
3) Unsur Sistem 
Menurut Laudon dan Odgers dalam bukunya Badri M. 
Sukoco yang berjudul Manajemen Administrasi Perkantoran 
Modern (2007:32-33), sebuah sistem yang ideal memiliki unsur 
sebagai berikut : 
Input Proses Output 
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a)  Input. Aliran sistem dimulai oleh input dari beberapa jenis 
sumber daya. Di dalam area kerja, jenis input yang biasa 
dijumpai adalah data, informasi, dan material yang 
diperoleh baik dari dalam maupun luar organisasi. Tentunya 
kelancaran aliran input ini akan ditunjang oleh keterampilan 
dan pengetahuan karyawan, serta peralatan kantor yang 
memadai guna menjalankan metode dan prosedur dalam 
sistem. Dalam beberapa instansi, output dari satu sistem 
menjadi input untuk sistem yang lain; 
b) Processing. Perubahan dari input menjadi output yang 
diinginkan dilakukan pada saat pemrosesan yang 
melibatkan metode dan prosedur dalam sistem. Biasanya, 
aktivitas ini akan secara otomatis mengklarifikasikan, 
mengonversikan, menganalisis, serta memperoleh kembali 
data atau informasi yang dibutuhkan; 
c) Output. Setelah melalui pemrosesan, input akan menjadi 
output, berupa informasi pada sebuah kertas atau dokumen 
yang tersimpan secara elektronik. Output ini akan 
didistribusikan kepada bagian atau pegawai yang 
membutuhkan. Untuk itu, kualitas output mempunyai 
dampak yang signifikan terhadap kinerja bagian yang 
berkaitan, karena bisa jadi output pada suatu subsistem 
(departemen atau bagian) tertentu merupakan input dari 
sistem (departemen atau bagian) yang lain; 
d) Feedback. Pemberian umpan balik mutlak diperlukan oleh 
sebuah sistem, karena hal itu akan membantu organisasi 
untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada 
sekarang menjadi lebih baik lagi. Sebagai contoh, jika unit 
biaya melebihi standar yang ditentukan, maka pengendalian 
masing-masing proses perlu untuk ditingkatkan. Umpan 
balik akan membuat sistem dapat mengevaluasi efektivitas 
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output yang dihasilkan agar lebih bernilai tambah bagi 
organisasi. Tentunya kuantitas maupun kualitas umpan 
balik yang dibutuhkan berbeda dari satu sistem (departemen 
atau bagian) ke sistem (departemen atau bagian) yang lain. 
Semakin vital keberadaan sistem (departemen atau bagian) 
tersebut bagi organisasi, semakin penting pula umpan balik 
tersebut diperlukan; 
e) Pengawasan. Seperti halnya elemen sistem yang lain 
pengawasan juga memiliki dimensi internal dan eksternal. 
Dimensi internal tersebut adalah kebijakan perusahaan dan 
prosedur sistem yang harus ditaati. Dimensi eksternal 
melibatkan negara, peraturan pemerintah, dan regulasi yang 
berdampak pada kebijakan sistem yang begitu juga etika, 
dan pertimbangan moral. 
Dapat disimpulkan bahwa keberadaan tiap unsur sistem 
tersebut seperti Input, processing, output, feedback, dan 
pengawasan sangatlah penting, karena masing-masing memainkan 
peranan yang penting dalam menjalankan sistem. Dan yang paling 
utama adalah bahwa output dari sebuah sistem (departemen atau 
bagian) tertentu mempunyai hubungan yang erat dengan sistem 
(departemen atau bagian) yang lain.     
b.   Pengertian Pengajuan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga 
(2002:18) pengertian pengajuan adalah proses, cara, perbuatan 
mengajukan, pengusulan, pengedepanan. 
Pengajuan yaitu suatu proses untuk mendapatkan sesuatu.  
Diatas juga telah dijelaskan mengenai pengertian sistem 
yaitu kumpulan dari beberapa bagian atau komponen yang 
memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk 
suatu kesatuan untuk mencapai tujuan. Dan pengajuan adalah 
proses untuk mendapatkan sesuatu.  
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Jadi dapat disimpulkan pengertian dari sistem pengajuan 
adalah kumpulan dari beberapa bagian yang saling berkaitan dalam 
proses untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya sistem pengajuan 
surat permohonan informasi tata ruang berarti kumpulan dari 
beberapa bagian yang saling berkaitan untuk mendapatkan 
informasi mengenai tata ruang. Biasanya dalam mengajukan surat 
permohonan informasi tata ruang terdapat syarat yang harus 
dipenuhi untuk mendapatkan informasi tersebut. 
2. Informasi 
a. Pengertian Informasi 
Pengertian Informasi dalam bukunya Moekijat yang 
berjudul Pengantar Sistem Informasi Manajemen (1991:9-10) 
adalah sebagai berikut : 
1) Menurut Burch dan Strater mengemukakan bahwa : 
“Informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data 
untuk memberikan pengetahuan atau keterangan.” 
2) Menurut George R. Terry, Ph. D. mengemukakan bahwa 
“Informasi adalah data yang penting yang memberikan 
pengetahuan yang berguna. “  
Sedangkan Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya 
Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I Pengantar 
(2002:28) mengemukakan bahwa :  
“Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah 
bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 
mengambil keputusan saat ini atau mendatang.” 
Menurut Tata Sutabri dalam bukunya Analisis Sistem 
Informasi (2012:22) mengemukakan bahwa : 
“Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau 
diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses 
pengambilan keputusan. Sistem pengolahan informasi akan 
mengolah data menjadi informasi atau mengolah data dari bentuk 
tak berguna menjadi berguna bagi yang menerimanya.” 
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Menurut Oermar Hamalik dalam bukunya Deni Darmawan, 
dan Kunkun Nur Fauzi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen 
(2013:9) mengemukakan bahwa :  
“Informasi adalah semua hal yang diperlukan dalam proses 
pembuatan keputusan , misalnya pengetahuan, fakta, data, angka, 
dan sebagainya.” 
 
Menurut Johng Burch, JR dalam bukunya Deni Darmawan,. 
dan Kunkun Nur Fauzi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen 
(2013:9) mengemukakan bahwa :  
 “Informasi merupakan data yang telah ditempatkan dalam 
suatu konteks yang memiliki makna bagi si penerima 
informasinya.”  
Dari pengertian informasi di atas dapat disimpulkan  
bahwa, informasi adalah data yang sudah diolah untuk memberikan 
pengetahuan atau keterangan yang berguna atau bermanfaat dalam 
pengambilan suatu keputusan.  
 
b. Sumber Informasi 
Menurut Komaruddin dalam bukunya Ida Nuraida yang 
berjudul Manajemen Administrasi Perkantoran  (2008:26), sumber 
informasi berasal dari : 
1) Informasi primer, merupakan informasi yang diperoleh dari 
tangan pertama, yaitu diperoleh dari hasil pengamatan, 
percobaan survei, atau dugaan objektif. 
2) Informasi sekunder, merupakan informasi yang telah dihimpun 
dan disimpan di tempat penerimaan dan pengolahan. Informasi 
sekunder diperoleh dari organisasi intern, pembelian dari luar 
organisasi, publikasi, dan badan pemerintahan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa, sumber informasi itu berasal 
dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer itu 
diperoleh dari tangan pertama sedangkan sumber informasi 
sekunder itu diperoleh dari organisasi. 
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c. Manfaat informasi 
Menurut Ida Nuraida dalam bukunya yang berjudul 
Manajemen Administrasi Perkantoran (2008 : 29), Informasi perlu 
dikelola dengan baik agar perusahaan dapat mengelola bisnis baik 
di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan 
demikian, informasi bermanfaat untuk : 
1) Perencanaan  
Misalnya, untuk menentukan profit yang ingin dicapai 
pada tahun ini beserta anggaran produksi, perusahaan 
membutuhkan informasi berkaitan dengan rencana dan realisasi 
profit yang dicapai pada tahun lalu beserta anggaran dan 
realisasi biaya pada tahun sebelumnya. Informasi tersebut 
dibutuhkan karena berisi data yang disertai dengan tolok 
banding sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam 
melakukan perkiraan atau prediksi untuk masa yang akan 
datang.  
2) Pengoorganisasian 
Misalnya, dalam menjalankan suatu proyek, job 
description setiap posisi pada struktur organisasi yang sudah 
dibuat sebelumnya harus diduduki oleh personel-personel yang 
tepat (sesuai dengan job specification). Untuk itu, perusahaan 
membutuhkan informasi yang berkaitan dengan personel-
personel yang terlibat dalam proyek tersebut (knowledge, skill, 
ability, and others), supaya personel-personel tersebut dapat 
mengerjakan proyek dengan baik. 
3) Pelaksanaan 
Misalnya, perusahaan akan melakukan ekspansi pasar 
dengan mengirimkan produk ke daerah tertentu, namun tiba-
tiba ada informasi dari radio yang menyebutkan bahwa telah 
terjadi longsor di jalan menuju daerah tersebut. Akhirnya, 
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perusahaan mengurungkan niat melewati jalan tersebut dan 
harus mencari jalan alternatif lain yang aman untuk dilalui.  
4) Pengendalian 
Misalnya, perusahaan ingin meninjau apakah 
pelaksanaan suatu pameran yang sedang berjalan sesuai dengan 
rencana semula, baik waktu maupun kualitas. Dengan 
demikian, perusahaan harus mengawasi realisasi apakah ada 
kemajuan yang telah dicapai, sekaligus membandingkan 
dengan rencana semula, apakah sama dengan rencana semula 
atau tidak. Apabila ada penyimpangan (baik positif maupun 
negatif), perusahaan perlu melakukan action berupa revisi 
terhadap planning dan atau melakukan koreksi terhadap 
pelaksanaan. 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, 
informasi perlu dikelola dengan baik oleh perusahaan agar 
informasi tersebut dapat bermanfaat di masa sekarang maupun 
masa yang akan datang. Efektivitas perusahaan tidak akan 
tercapai tanpa planning yang baik karena planning merupakan 
syarat untuk dapat melakukan organizing, actuating, dan 
controlling yang baik. Planning, Organizing, actuating, dan 
controlling yang baik hanya tercapai dengan pengelolaan 
informasi yang baik pula. 
 
3. Tata Ruang 
a. Ruang 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang Pasal 1 ayat 1, menjelaskan yang dimaksud dengan ruang 
adalah : 
“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 
udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan 
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.” 
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Seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 1 Undang-undang 
Nomor 26 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa ruang terbagi ke 
dalam beberapa kategori, yang diantaranya : 
1) Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah 
permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi 
darat dari garis laut terendah. 
2) Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah 
permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi garis laut 
terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di 
mana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya. 
3) Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan 
dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada 
bumi, di mana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya. 
 
Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja dalam bukunya H. 
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik yang berjudul Hukum Tata 
Ruang (2013:23), yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah 
“Wujud fisik wilayah dalam dimensi goegrafis yang 
merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan 
kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak.” 
 
Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan 
kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan 
salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan 
demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang 
harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia 
secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan 
memperhatikan faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, 
hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya 
pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.  
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b. Penataan Ruang 
1) Pengertian Penataan Ruang 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Pasal 1 ayat 5 menjelaskan yang dimaksud 
dengan penataan ruang adalah  
“Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”.   
 
2) Asas dan Tujuan Penataan Ruang 
a) Asas Penataan Ruang 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang Pasal 2 ditegaskan bahwa 
penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :  
(1) Keterpaduan. 
Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai 
kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, 
dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku 
kepentingan antara lain, adalah pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. 
(2)   Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. 
Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola 
ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan 
lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan 
perkembangan antar daerah serta antara kawasan 
perkotaan dan kawasan perdesaan. 
(3) Keberlanjutan. 
Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan 
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kelangsungan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan dengan memperhatikan kepentingan 
generasi mendatang. 
(4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. 
Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan 
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya 
yang terkandung di dalamnya serta menjamin 
terwujudnya tata ruang yang berkualitas. 
(5) Keterbukaan. 
Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang 
diselenggarakan dengan memberikan akses yang 
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan 
informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 
(6) Kebersamaan dan kemitraan. 
Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa 
penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan. 
(7) Perlindungan kepentingan umum. 
Perlindungan kepentingan umum adalah 
bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 
mengutamakan kepentingan masyarakat. 
(8) Kepastian hukum dan keadilan. 
Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa 
penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan 
hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta 
melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara 
adil dengan jaminan kepastian hukum. 
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(9) Akuntabilitas. 
Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan 
penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik 
prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. 
b)  Tujuan Penataan Ruang 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang Pasal 3 ditegaskan bahwa 
penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk 
mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, 
produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan 
Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan : 
(1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam 
dan lingkungan buatan; 
(2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber 
daya alam dan sumber daya buatan dengan 
memperhatikan sumber daya manusia; dan  
(3) Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan 
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan 
akibat pemanfaatan ruang. 
 
3) Klasifikasi Penataan Ruang 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Pasal 4 menjelaskan bahwa Penataan Ruang 
diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, 
wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis 
kawasan 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Pasal 5 menjelaskan bahwa : 
a)   Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem 
wilayah dan sistem internal perkotaan. 
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b)   Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri 
atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. 
c)   Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri 
atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang 
wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten 
atau kota. 
d)   Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas 
penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang 
kawasan perdesaan. 
e)   Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri 
atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan 
ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang 
kawasan strategis kabupaten atau kota. 
 
c. Rencana Tata Ruang 
Pada negara hukum dewasa ini, suatu rencana tidak dapat 
dihilangkan dari hukum administrasi. Rencana dapat dijumpai pada 
berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya dalam 
pengaturan tata ruang. Rencana merupakan keseluruhan tindakan 
yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan 
terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur). Rencana yang 
demikian itu dapat dihubungkan dengan perizinan (misalkan suatu 
perizinan pembangunan akan ditolak oleh karena tidak sesuai 
dengan rencana peruntukan). Masalah perencanaan berkaitan erat 
dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. 
Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai pemecahan masalah 
secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan. 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang Pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten memuat : 
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1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah 
kabupaten; 
2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi 
sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan 
perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; 
3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan 
lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; 
4) Penetapan kawasan strategis kabupaten; 
5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi 
indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan 
6) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 
yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan 
perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan 
sanksi. 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang Pasal 26 ayat 2 menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk : 
1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; 
2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; 
3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di 
wilayah kabupaten; 
4) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 
antarsektor; 
5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 
6) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten. 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang Pasal 26 ayat 3 menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan 
lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. 
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang Pasal 26 ayat 4 menjelaskan bahwa jangka waktu rencana 
tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun. 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang Pasal 26 ayat 5 menjelaskan bahwa Rencana tata ruang 
wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau 
kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
 
d. Pola Ruang  
1) Pengertian Pola Ruang 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011-2031 Pasal 1 ayat 9, yang dimaksud 
dengan  
“Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 
suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi 
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya”. 
 
2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten  
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 
2011 Pasal 27, rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri 
atas:  
a) Kawasan lindung; dan  
b) Kawasan budidaya. 
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 huruf a terdiri atas:  
a)  Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan 
bawahannya;  
b)  Kawasan perlindungan setempat;  
c)  Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;  
d)  Kawasan rawan bencana alam;  
e)  Kawasan lindung geologi; dan  
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f)  Kawasan lindung lainnya.  
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 huruf b terdiri atas:  
a)  Kawasan peruntukan hutan produksi;  
b)  Kawasan peruntukan hutan rakyat;  
c)  Kawasan peruntukan pertanian;  
d)  Kawasan peruntukan perikanan;  
e)  Kawasan peruntukan pertambangan;  
f)  Kawasan peruntukan industri;  
g)  Kawasan peruntukan pariwisata;  
h)  Kawasan peruntukan permukiman; dan  
i)  Kawasan peruntukan lainnya.  
 
e. Ketentuan Perizinan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 
2011 Pasal 66 menjelaskan bahwa perizinan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berupa perizinan pemanfaatan 
ruang yang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan 
ruang. 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 
2011 Pasal 67  menjelaskan bahwa : 
1) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam 
rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan 
ruang dari Bupati. 
2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Kantor 
Perizinan dan Penanaman Modal dengan mempertimbangkan 
rekomendasi dari dinas teknis yang berwenang. 
3) Ketentuan perizinan terdiri atas: 
a)   Izin lokasi; 
b)   Izin mendirikan bangunan gedung; dan 
22 
 
 
 
c)   Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
4) Ketentuan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a merupakan : 
a)   Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada orang 
atau badan hukum untuk memperoleh tanah atau 
pemindahan hak atas tanah atau menggunakan tanah yang 
diperlukan dalam rangka penanaman modal; dan 
b)   Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan 
ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan Bupati. 
5) Ketentuan izin mendirikan bangunan gedung sebaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan : 
a)   Izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan 
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, 
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 
bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif 
dan persyaratan teknis; dan 
b)   Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan 
bangunan gedung akan ditetapkan dengan peraturan 
perundang-undangan. 
6) Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c terdiri atas : 
a)   Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan 
ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, 
pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan 
sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan 
b)   Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan 
pemanfaatan ruang akan ditetapkan dengan peraturan 
daerah dan peraturan bupati. 
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f. Hak, Kewajiban Masyarakat  
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 72, dalam penataan ruang setiap orang 
berhak untuk:  
1) Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;  
2) Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana 
tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan, 
termasuk tata letak dan tata bangunan;  
3) Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang 
sebagai akibat dari penataan ruang; dan  
4) Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami 
sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai 
dengan rencana tata ruang.  
Selanjutnya pada Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 9 Tahun 2011, dalam pemanfaatan ruang setiap 
orang wajib :  
1) Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;  
2) Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang;  
3) Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;  
4) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 
pemanfaatan ruang; dan  
5) Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik 
umum.  
 
Jadi yang dimaksud dengan sistem pengajuan surat permohonan 
informasi tata ruang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Boyolali yaitu : masyarakat yang ingin mengetahui informasi 
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tata ruang sebelum mendirikan bangunan dapat mengajukan surat 
permohonan informasi tata ruang ke bidang IV Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Boyolali. Surat permohonan tersebut diproses dengan merekap 
data pemohon, mengelompokkan lokasi yang searah, membuat jadwal cek 
lokasi dan melakukan cek lokasi yang berpedoman pada Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. Setelah lokasi itu dicek 
oleh petugas, hasil dari cek lokasi ini dirapatkan dengan menyiapkan 
berita acara rapat. Setelah rapat hasil cek lokasi, maka keluarlah surat 
jawaban permohonan informasi tata ruang yang menyatakan bahwa lokasi 
itu sesuai atau tidak dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Boyolali. Jika lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Boyolali maka lokasi tersebut dapat dimanfaatkan sesuai 
dengan peruntukannya. Jika lokasi tidak sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali maka lokasi tersebut tidak dapat 
dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Kemudian surat jawaban permohonan 
informasi tata ruang ini berikan kepada pemohon. 
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B. Metode Pengamatan 
 
Metode pengamatan ini sangat diperlukan guna mempermudah 
penulis dalam melaksanakan pengamatannya. Beberapa hal yang berkaitan 
dengan metode pengamatan yang digunakan dalam pengamatan ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Lokasi Pengamatan 
Lokasi pengamatan merupakan tempat dimana pengamatan 
dilaksanakan dan tempat diperolehnya sejumlah data yang dibutuhkan 
dari masalah yang akan diamati. Dalam penyusunan tugas akhir ini 
pengamatan mengenai sistem pengajuan surat permohonan informasi 
tata ruang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Boyolali yang berlokasi di Jl. Dr. Soepomo, Kemiri, 
Boyolali. Penulis ditempatkan pada Bidang Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah yang menangani surat permohonan informasi 
tata ruang tersebut.  
Penulis mengambil lokasi pengamatan di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali tersebut dengan alasan 
karena dalam menangani surat permohonan informasi tata ruang 
terdapat permasalahan dalam proses menjawab surat permohonan 
tersebut yang terlalu lama dan ada masyarakat yang tidak tahu 
mengenai proses pengajuan surat permohonan informasi tata ruang 
maka dari itu penulis tertarik mengambil judul sistem pengajuan surat 
permohonan informasi tata ruang di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. 
2. Jenis Pengamatan 
Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Menurut H.B. Sutopo (2002:111), deskriptif kualitatif adalah 
pengamatan yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan 
mendalam mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. 
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Dalam penelitian ini, aktivitas yang terjadi di lapangan adalah 
mendiskripsikan mengenai sistem pengajuan surat permohonan 
informasi tata ruang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Boyolali. 
3. Penentuan Sampel dan Sumber Data  
a.  Teknik Penentuan Sampel  
Penelitian kualitatif tidak memilih sampling (cuplikan) yang 
bersifat acak (random sampling) yang merupakan teknik 
sampling yang paling kuat digunakan dalam penelitian kualitatif. 
Teknik cuplikannya cenderung bersifat “purposive” karena 
dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman 
data di dalam menghadapi realita yang tidak tunggal.  
Dalam Pengamatan ini menggunakan teknik purposive 
sampling, yaitu memilih sampel pada beberapa orang yang 
dipandang memiliki sumber data penting berkaitan dengan 
masalah yang diamati. 
Sampel dalam pengamatan ini adalah orang-orang yang 
cukup berkompeten dengan masalah informasi tata ruang yaitu 
Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Staff yang 
menangani surat permohonan informasi tata ruang di Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. 
 
b.   Sumber Data 
Pemahaman mengenai berbagai sumber data merupakan 
bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan 
memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan 
ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh. Data 
tidak akan bisa diperoleh tanpa adanya sumber data (H.B. Sutopo, 
2002; 49). Sumber data yang dipilih penulis sebagai berikut : 
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1)   Narasumber (informan) 
Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data 
manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai 
individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan 
narasumber di sini memiliki peran yang sama, dan 
narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada 
yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan 
selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki (H. B. 
Sutopo, 2002: 50).  
Narasumber dalam kegiatan pengamatan ini adalah 
Kepala Subbidang Pengembangan Wilayah dan Staff 
bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang 
menangani surat permohonan informasi tata ruang di Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. 
2)  Peristiwa atau Aktivitas 
Data atau informasi juga dapat dikumpulkan dari 
peristiwa, aktivitas, atau perilaku sebagai sumber data yang 
berkaitan dengan sasaran penelitiannya. Dari pengamatan 
pada peristiwa atau aktivitas, peneliti bisa mengetahui 
proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karena 
menyaksikan sendiri secara langsung ( H.B. Sutopo, 2002: 
51).  
Peristiwa atau aktifitas yang dilakukan oleh penulis 
dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Manajemen Administrasi 
di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Boyolali adalah menyaksikan kegiatan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diamati yaitu sistem pengajuan 
surat permohonan informasi tata ruang.  
3)  Dokumen dan arsip 
Menurut H. B. Sutopo (2002: 54), dokumen dan 
arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan 
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suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dalam mengkaji 
dokumen, pengamat sebaiknya tidak hanya mencatat apa 
yang tertulis tetapi juga berusaha menggali dan menangkap 
makna yang tersirat dari dokumen tersebut.  
Dalam pengamatan ini diperoleh data dari beberapa 
arsip dan dokumen yang berhubungan dengan masalah 
pengamatan tersebut. Dokumen dan arsip yang mendukung 
pengamatan adalah deskripsi jabatan, struktur organisasi, 
peraturan-peraturan dan berkas-berkas yang terkait dengan 
permohonan informasi tata ruang.  
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengamatan ini, teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah  metode atau teknik pengumpulan data yang bersifat 
interaktif yang terdiri dari : 
a.   Wawancara 
Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif 
adalah berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber 
atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data 
ini diperlukan teknik wawancara. Teknik wawancara yang penulis 
gunakan adalah wawancara mendalam dimana pertanyaan yang 
mengarah pada kedalaman informasi dilakukan secara mendalam 
dan dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan kejelasan baik 
jumlah dan kualitas data yang diharapkan. Teknik wawancara ini 
digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui 
observasi langsung yang berhubungan dengan sistem pengajuan 
surat permohonan informasi tata ruang. 
b.   Observasi 
Dalam pengamatan ini, jenis pengamatan yang digunakan 
adalah teknik observasi. Menurut H. B. Sutopo (2002: 64), teknik 
observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 
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berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman 
gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun 
tidak langsung.  
Jenis observasi yang digunakan dalam pengamatan ini 
adalah observasi berperan pasif. Menurut H.B. Sutopo (2002:66), 
dalam observasi ini peneliti hanya mendatangi lokasi, tetapi sama 
sekali tidak berperan sebagai apapun selain sebagai pengamat 
pasif, namun hadir dalam konteksnya. Dalam pengamatan ini, 
aktivitas yang terjadi dilapangan adalah sistem pengajuan surat 
permohonan informasi tata ruang di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. 
c.   Pengkajian Dokumen dan Arsip 
  Menurut H. B. Sutopo (2002: 69), dokumen tertulis dan 
arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting 
dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa memiliki beragam 
bentuk, dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, 
dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan 
masa lampau. Demikian pula halnya arsip yang pada umumnya 
berupa catatan-catatan yang lebih formal bila dibandingkan 
dengan dokumen. Oleh karena itu, pengamat harus bisa bersikap 
kritis dan teliti dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan 
permohonan informasi tata ruang.  
Pengkajian dokumen ini berupa dokumen-dokumen 
permohonan informasi tata ruang di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali.  
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. 
Menurut H.B. Sutopo (2002:95) menyebutkan bahwa teknik analisis 
interaktif yaitu teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas sehingga 
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datanya sudah jenuh atau proses pengamatan analisis kualitatif yang 
dilakukan sepanjang proses pengamatan sehingga data akan terkumpul 
semua dan berperan aktif serta interaktif sepanjang proses 
pengamatan. Dalam proses analisis data model interaktif terdapat tiga 
komponen yaitu : 
a.   Reduksi Data 
Menurut H.B. Sutopo (2002:95), reduksi data merupakan 
komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, 
pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote. 
Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. 
Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang 
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-
hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa 
sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. 
Dalam hal ini penulis melakukan reduksi data dengan cara 
membuat ringkasan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
sedang diamati di lapangan. 
b.   Sajian Data 
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, 
deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan 
penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat 
yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, 
akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan 
memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis 
ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut.  
Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga 
meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan 
kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel sebagai pendukung 
narasinya. 
Dalam tahap ini penulis menyajikan data yang diperoleh 
dengan cara sistematis. 
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c.   Penarikan Simpulan dan Verifikasi 
Dalam teknik analisis data setelah proses reduksi dan 
penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah penarikan 
kesimpulan. Menurut H.B Sutopo (2002:91-93), simpulan perlu 
diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini selain penarikan 
kesimpulan, penulis juga melakukan proses verifikasi agar data 
yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
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BAB III 
DESKRIPSI INSTANSI 
 
A. Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Boyolali 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Boyolali Pasal 3 dijelaskan bahwa : 
1. Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 
2. Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, 
penelitian dan pengembangan serta statistik; 
b Pengoordinasian penyusunan dan pemaduan rencana pembangunan 
daerah; 
c Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan 
daerah; 
d Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah; dan  
e Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan 
pengembangan serta statistik. 
 
B. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Boyolali 
1. Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali 
adalah sebagai berikut : 
“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang 
partisipatif, profesional, demokratis, sinergis, transparan, akuntabel 
dan berkeadilan yang terarah pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, daya saing daerah dan pro investasi”. 
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2. Misi yang dirumuskan Bappeda Kabupaten Boyolali adalah sebagai 
berikut : 
a   Menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu 
dan partisipatif. 
b   Membangun penyediaan data dan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah. 
c   Meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pembangunan 
daerah dalam rangka mewujudkan kelembagaan perencanaan 
yang kredibel. 
d   Meningkatkan keserasian rencana pembangunan daerah secara 
vertikal (nasional, provinsi) dan horizontal (lintas wilayah, sektor  
dan antar lembaga melalui kerjasama dan partisipasi masyarakat). 
C. Alamat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Boyolali 
Alamat Kantor       : Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten  Boyolali,  
Jl. Dr. Soepomo, Kimiri, Boyolali Kodepos 57321 
  Nomor Telp.          : (0276) 321941; 325203; 322553 Fax (0276) 325203    
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D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali 
1. Struktur Organisasi  
Bagan 3.1 1 
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Boyolali 
 
 
 
 
 
 
       
      
    
   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Bagan Susunan Organisasi, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 16 Tahun 2011 
Subbagian 
Perencanaan 
dan Pelaporan 
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SEKRETARIAT 
Subbagian 
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Kepegawaian 
Subbagian 
Keuangan 
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PEMERINTAHAN 
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INFRASTRUKTUR 
DAN 
PENGEMBANGAN 
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Subbidang 
Pengembangan 
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2. Uraian Tugas  
Adapun tugas pokok dari masing-masing Bidang atau Sub 
Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali 
secara garis besar adalah sebagai berikut : 
a Kepala Bappeda 
Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok memimpin 
pelaksanaan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
perencanaan pembangunan daerah. 
b Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, 
keprotokolan, pengelolaan barang, urusan umum dan kepegawaian, 
keuangan, perencanaan dan pelaporan. 
Untuk memperlancar tugas Sekretariat sebagaimana 
tersebut diatas Sekretariat terdiri dari tiga Subbagian, yaitu :  
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan pengelolaan dan pengolah administrasi 
umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggan, 
hubungan masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian 
dan pengelolaan barang. 
2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan 
dan pertanggungjawaban administrasi keuangan. 
3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan 
kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan. 
c Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan 
Pengembangan  
Kepala bidang penyusunan perencanaan, evaluasi, 
penelitian dan pengembangan mempunyai tugas pokok memimpin 
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pelaksanaan tugas menghimpun data, menyerasikan dan 
mengintegrasikan rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 
melakukan evaluasi terhadap rencana dan kinerja pembangunan 
daerah, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan, melakukan 
penelitian dan pengembangan serta statistik. 
Untuk memperlancar tugas Bidang Penyusunan 
Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana 
tersebut di atas Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, 
Penelitian dan Pengembangan terdiri dari dua Subbidang, yaitu: 
1) Subbidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok 
mengumpulkan, menyiapkan, menyusun dan mengelola data 
atau informasi pelaksanaan pembangunan, melakukan 
evaluasi dan monitoring atas kinerja pembangunan dan 
menyusun laporan atas pelaksanaan serta hasil evaluasi dan 
monitoring kegiatan pembangunan. 
2) Subbidang Penyusunan Perencanaan, Penelitian, dan 
Pengembangan mempunyai tugas pokok menghimpun data 
penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan 
pengembangan serta statistik untuk perencanaan 
pembangunan daerah. 
d Bidang Ekonomi  
Kepala bidang ekonomi mempunyai tugas pokok 
memimpin pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan daerah di 
bidang ekonomi yang meliputi pertanian, pengairan, ketahanan 
pangan, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, badan usaha 
milik daerah (BUMD), penanaman modal, perhubungan, 
komunikasi dan informatika.  
Untuk memperlancar tugas Bidang Ekonomi sebagaimana 
tersebut di atas Bidang Ekonomi terdiri dari dua Subbidang, yaitu: 
37 
 
 
 
1) Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Jasa 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana 
kebijakan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, 
pariwisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 
koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanaman 
modal, perhubungan, komunikasi dan informatika. 
2) Subbidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan rencana kebijakan daerah urusan pertanian, 
pengairan, ketahanan pangan, kehutanan dan perikanan. 
e Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya  
Kepala bidang pemerintahan dan sosial budaya mempunyai 
tugas pokok memimpin pelaksanaan penyusunan rencana 
kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya yang 
meliputi aparatur, hukum, perundang-undangan, kesatuan bangsa, 
politik, perlindungan masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), 
ilmu pengetahuan tehnologi, aset, perpustakaan dan arsip, agama, 
kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan 
masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, kesehatan dan gizi masyarakat, 
ketenagakerjaan dan transmigrasi, pendidikan, dan kebudayaan. 
Untuk memperlancar tugas Bidang Pemerintahan dan 
Sosial Budaya sebagaimana tersebut di atas Bidang Pemerintahan 
dan Sosial Budaya terdiri dari dua Subbidang, yaitu: 
1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan rencana kebijakan pembangunan 
daerah di bidang politik, aparatur, hukum, perundang-
undangan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, 
Hak Asasi Manusia (HAM), kependudukan, ketenagakerjaan 
dan transmigrasi. 
2) Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan rencana kebijakan daerah di 
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bidang sosial budaya, ilmu pengetahuan, tehnologi, aset, 
pendidikan dan kebudayaan, olah raga dan kepemudaan, 
agama, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan 
kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak, keluarga berencana, kesehatan dan gizi masyarakat. 
f Bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah  
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan dan 
pengoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan di bidang 
bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan rakyat, 
penataan ruang, pertanahan, energi dan sumber daya mineral, 
lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. 
Untuk memperlancar tugas Bidang Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah sebagaimana tersebut di atas Bidang 
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari dua 
Subbidang, yaitu: 
1) Subbidang Infrastruktur 
Kepala subbidang infrastruktur mempunyai tugas 
pokok memimpin penyelenggaraan penyusunan rencana 
pembangunan dan mengintegrasikan rencana Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di bidang bina marga, sumber daya 
air, energi dan sumber daya mineral serta penanggulangan 
bencana. 
Penjabaran tugas pokok kepala subbagian infrastruktur 
sebagai berikut : 
a) Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 
di bidang infrastruktur; 
b) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan 
kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
c) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada 
atasan; 
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d) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
subbidang infrastruktur; 
e) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan; 
f) Menyusun bahan pengoordinasian  penyusunan dan 
pemaduan rencana pembangunan dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di bidang bina marga, sumber 
daya air, energi dan sumber daya mineral, serta 
penanggulangan bencana;  
g) Menyusun bahan pengendalian dan evaluasi prencanaan 
pembangunan di bidang bina marga, sumber daya air, 
energi dan sumber daya mineral, serta penanggulangan 
bencana; 
h) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja subbidang 
infrastruktur; 
i) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya 
termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3); dan 
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya. 
2) Subbidang Pengembangan Wilayah 
Kepala subbidang pengembangan wilayah mempunyai 
tugas pokok memimpin penyelenggaraan penyusunan rencana 
pembangunan dan mengintegrasikan rencana Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di bidang cipta karya, perumahan 
rakyat, penataan ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup.  
Penjabaran tugas pokok kepala subbidang 
pengembangan wilayah sebagai berikut : 
a) Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 
di bidang pengembangan wilayah; 
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b) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan 
kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
c) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada 
atasan; 
d) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
subbidang pengembangan wilayah; 
e) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan 
kepada bawahan; 
f) Menyusun bahan pengoordinasian  penyusunan dan 
pemaduan rencana pembangunan dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di bidang cipta karya, 
perumahan rakyat, penataan ruang, pertanahan, dan 
lingkungan hidup;  
g) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep rencana tata 
ruang kabupaten; 
h) Menyusun bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan di bidang cipta karya, perumahan rakyat, 
penataan ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup; 
i) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja subbidang 
pengembangan wilayah; 
j) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya 
termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3); dan 
k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
bidang tugasnya 
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BAB IV 
PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN 
 
A. Sistem Pengajuan Surat Permohonan Informasi Tata Ruang Di 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali 
Dalam pembahasan ini, penulis akan menyampaikan hasil dari 
pengamatan yang telah ditempuh selama magang di Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. Penulis ditempatkan di 
bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mengamati 
mengenai sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang. Hasil 
pengamatan dibuat berdasarkan model umum sebuah sistem menurut 
Gordon B. Davis, yaitu sistem terdiri dari input, proses, dan output. 
Berikut merupakan sistem pengajuan surat permohonan informasi tata 
ruang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali 
yang sudah diamati penulis : 
Bagan 4.1 1 
Sistem Pengajuan Surat Permohonan Informasi Tata Ruang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Hasil Pengamatan
Input : 
Surat 
Permohonan 
Informasi Tata 
Ruang beserta 
Persyaratannya 
 
Proses : 
1. Merekap Surat 
Permohonan 
Informasi Tata 
Ruang. 
2. Mengelompokkan 
Lokasi dan 
Membuat Jadwal  
Cek Lokasi. 
3. Pengecekan 
Lokasi. 
4. Membuat  Berita 
Acara Hasil Cek 
Lokasi dan 
Undangan Rapat. 
5. Rapat Hasil Cek 
Lokasi. 
 
Output : 
Dari hasil rapat cek 
lokasi  
1. Jika sesuai 
dengan RTRW 
Kab. Boyolali 
maka  akan 
disetujui dan 
untuk tindak 
selanjutnya 
berkoordinasi 
dengan dinas - 
dinas terkait. 
2. Jika tidak 
sesuai dengan 
RTRW Kab. 
Boyolali maka 
akan ditolak. 
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Adapun penjelasan terkait bagan diatas yaitu sebagai berikut : 
1. Input 
Dalam sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang,  hal 
yang menjadi inputnya adalah surat permohonan informasi tata ruang 
beserta persyaratannya. Penjelasan mengenai persyaratan surat permohonan 
informasi tata ruang sebagai berikut : 
a Surat Permohonan  
Surat permohonan berisi permohonan atau permintaan sesuatu 
kepada pihak lain. Misalnya permohonan untuk informasi tata ruang. 
Surat permohonan informasi tata ruang ini ditujukan kepada Ketua 
BKPRD Kabupaten Boyolali. Dalam surat permohonan tersebut 
berisikan rencana yang akan diajukan seperti rencana untuk rumah 
tinggal, rumah makan, pabrik, kadang ayam, puskesmas maupun untuk 
usaha lainnya. Tujuan dibuatnya surat permohonan ini adalah untuk 
mengetahui lokasi yang dimohonkan sesuai atau tidak dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali. Di dalam surat 
permohonan ini ditandatangani oleh pemohon dan yang mengetahui 
PPAT kecamatan dan distampel dan tidak memakai KOP karena ini 
merupakan surat permohonan pribadi. Contoh surat permohonan 
informasi tata ruang sebagai berikut : 
Gambar 4.2 1 
Surat Permohonan Informasi Tata Ruang 
 
        Sumber : Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 
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b Fotocopy KTP Pemohon 
Dalam mengajukan permohonan informasi tata ruang harus 
melampirkan fotocopy KTP pemohonnya untuk mengetahui identitas dari 
pemohon tersebut. 
c Fotocopy Sertifikat Tanah 
Dalam mengajukan permohonan informasi tata ruang harus 
melampirkan fotocopy sertifikat tanah supaya pada proses pembangunan 
tidak terjadi kendala dan untuk memastikan apakah benar tanah tersebut 
milik orang yang bersangkutan. Dalam buku tanah tersebut tercantum 
secara detail mengenai tanah, baik data fisik maupun data yuridis seperti 
luas, batas-batas, dasar kepemilikan, data pemilik dan data-data lainnya. 
Data fisik tanah yang tercantum dalam surat ukur yang terlampir dalam 
sertifikat pada halaman terakhir hanya berupa luasnya dan tidak 
melampirkan secara detail.  
d Denah Lokasi 
Dalam mangajukan permohonan informasi tata ruang 
melampirkan denah lokasi untuk memudahkan tim dalam melakukan 
pengecekan lokasi. 
e Contact Person 
Melampirkan contact person ini bertujuan untuk memberitahukan 
kepada pemohon pada saat akan dilakukan pengecekan lokasi. 
f Jika ada perizinan yang lain juga disertakan.  
    
Mengenai persyaratan yang telah dijelaskan diatas, ini diperoleh 
dari hasil wawancara dengan Staff Infrastruktur dan Pengembangan 
Wilayah yang menangani surat permohonan informasi tata ruang pada 
tanggal 4 Mei 2016 pukul 10.41 WIB :  
“Persyaratan untuk mengajukan surat permohonan informasi tata 
ruang yaitu surat permohonan, fotocopy sertifikat, fotocopy KTP 
pemohonnya, denah lokasi sama contatc person trs klu ada perizinan yang 
lainnya disertakan maksudnya dulu sudah ada HO, SIUP kayak gitu atau 
izin usahanyalah intine itu disertakan”.  
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Setelah membuat surat permohonan informasi tata ruang dan 
melengkapi persyaratan yang ditentukan maka masyarakat dapat 
mengajukan surat permohonan tersebut ke Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali di bagian Sekretariat untuk di 
arsip terlebih dahulu sebelum diberikan ke bidang IV Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah. 
 
2. Proses  
Dalam sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang 
setelah surat permohonan itu masuk di Bidang Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah maka surat permohonan tersebut akan diproses dan 
penjelasannya sebagai berikut : 
a. Merekap Surat Permohonan Informasi Tata Ruang 
Surat yang masuk di Bidang IV ditulis dibuku agenda terlebih dahulu 
kemudian surat tersebut diberikan kepada Kepala Bidang Infrastruktur 
dan Pengembangan Wilayah untuk diperiksa dan untuk mendapatkan 
tidaklanjut. Setelah diperiksa, surat tersebut direkap data-data para 
pemohonnya. Data yang di rekap antara lain : nama pemohon, alamat, 
rencana, luas, nomor telepon atau HP dan tanggal surat. Hasil rekapan 
ini digunakan sebagai catatan staff Infrastruktur dan Pengembangan 
Wilayah yang menangani surat permohonan informasi tata ruang 
apabila ada pemohon yang menanyakan lokasi pemohon itu sudah di 
cek atau belum.  
b. Mengelompokkan Lokasi dan Membuat Jadwal Cek Lokasi 
Setelah merekap data pemohon, staff bidang Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah mengelompokkan lokasi yang searah terlebih 
dahulu untuk memudahkan dalam melakukan cek lokasi kemudian 
membuat jadwal cek lokasi. Sebelum melakukan cek lokasi staff bidang 
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menghubungi pemohon 
untuk memberitahu bahwa pada tanggal yang telah dijadwalkan akan 
dilakukan pengecekan lokasi.  
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c. Pengecekan Lokasi 
Setelah staff menghubungi pemohon, dilakukan cek lokasi dengan Tim 
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Tim yang 
bertugas dalam melakukan cek lokasi hampir semua SKPD seperti 
Bappeda bidang IV, Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Satpol 
PP, Hukum dan Pemdes. Pengecekan lokasi ini dilakukan di Kabupaten 
Boyolali yang terdiri dari 19 kecamatan antara lain : 
1) Kecamatan Ampel;  
2) Kecamatan Andong;  
3) Kecamatan Banyudono;  
4) Kecamatan Boyolali;  
5) Kecamatan Cepogo;  
6) Kecamatan Juwangi; 
7) Kecamatan Karanggede;  
8) Kecamatan Kemusu;  
9) Kecamatan Klego;  
10) Kecamatan Mojosongo;  
11) Kecamatan Musuk;  
12) Kecamatan Ngemplak;  
13) Kecamatan Nogosari;  
14) Kecamatan Sambi;  
15) Kecamatan Sawit;  
16) Kecamatan Selo; 
17) Kecamatan Simo;  
18) Kecamatan Teras dan;  
19) Kecamatan Wonosegoro.  
Pengecekan lokasi dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Pengecekan 
lokasi dilakukan untuk mengetahui lokasi pemohon itu di daerah mana 
dengan luas berapa, terletak pada titik koordinat berapa, kondisi 
eksisting lahan yang dimohonkan itu bagaimana. Petugas juga 
mengambil gambar situasi yang ada di sekitarnya sebagai tanda bukti 
bahwa di lokasi tersebut sudah dilakukan pengecekan. Seperti contoh 
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gambar dibawah ini saat petugas melakukakn cek lokasi di Desa 
Banyudono :   
Gambar 4.3 1 
Lokasi Desa Banyudono Kecamatan Banyudono 
 
 
    
Sumber : Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda 
Kabupaten Boyolali 
 
Dari gambar di atas dapat diketahui hasil dari pengecekan lokasi 
seperti : Lahan yang dimohonkan berada di Desa Banyudono Kecamatan 
Banyudono Kabupaten Boyolali dengan luas ± 2.108 m² dan terletak pada 
titik koordinat 07º31’59.0” LS dan 110º41’34.3” BT. Kondisi eksisting 
lahan yang dimohon berupa pekarangan dan berdekatan dengan sumber 
mata air di lingkungan permukiman. Hasil pengecekan lokasi ini sebagai 
bahan untuk rapat pembahasan permohonan informasi tata ruang. 
Dalam pengecekan lokasi ini berpedoman pada Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011-2031 seperti yang telah penulis jelaskan di bab II.  
Di dalam peraturan tersebut pada Pasal 1 ayat 9, menjelaskan pola 
ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 
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untuk fungsi budidaya. Dalam Pasal 27 menjelaskan rencana pola ruang 
wilayah kabupaten terdiri atas :  
a) Kawasan lindung; dan  
b) Kawasan budidaya. 
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a 
terdiri atas:  
1) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;  
2) Kawasan perlindungan setempat;  
3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;  
4) Kawasan rawan bencana alam;  
5) Kawasan lindung geologi; dan  
6) Kawasan lindung lainnya.  
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b 
terdiri atas:  
1) Kawasan peruntukan hutan produksi;  
2) Kawasan peruntukan hutan rakyat;  
3) Kawasan peruntukan pertanian;  
4) Kawasan peruntukan perikanan;  
5) Kawasan peruntukan pertambangan;  
6) Kawasan peruntukan industri;  
7) Kawasan peruntukan pariwisata;  
8) Kawasan peruntukan permukiman; dan  
9) Kawasan peruntukan lainnya.  
Dalam rencana tata ruang wilayah terdapat peta rencana pola ruang 
untuk mengetahui suatu kawasan. Peta rencana pola ruang 
mendistribusikan peruntukkan ruang yang terbagi dalam kawasan lindung 
dan kawasan budidaya. Dimana kawasan-kawasan tersebut terbagi 
menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi struktur ruangnya, apakah 
sebagai pusat pelayanan primer, sebagai pusat pelayanan sekunder, atau 
sebagai pusat pelayanan lingkungan. Berikut peta rencana pola ruang 
dalam rencana tata ruang wilayah : 
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Gambar 4.4 1  
Rencana Pola Ruang 
 
Sumber : Peraturan Daerah No 9 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten 
Boyolali Tahun 2011-2031 
 
Berdasarkan peta tersebut dapat diketahui lokasi permohonan itu 
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali 
termasuk dalam kawasan lindung atau dalam kawasan budidaya dan sesuai 
apa tidak dengan peruntukannya. Apabila dalam cek lokasi terdapat 
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bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka dalam surat 
jawaban tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, karena 
tidak sesuai berarti izinnya tidak akan terbit. Jika bangunannya sudah 
berdiri berarti bangunan tersebut tidak mempunyai izin karena bangunan 
yang tidak mempunyai izin atau Ilegal maka sewaktu-waktu bangunan 
tersebut dapat dibongkar atau digusur.  
d. Membuat Berita Acara dan Undangan Rapat 
Setelah pengecekan lokasi, untuk persiapan rapat staff bidang Infrastruktur 
dan Pengembangan Wilayah membuat berita acara rapat pembahasan atas 
permohonan informasi tata ruang. Di dalam berita acara tersebut berisi 
hari, tanggal rapat pembahasan atas permohonan informasi tata ruang itu 
dilangsungkan dan bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten 
Boyolali. Dalam berita acara tertuang hasil dari cek lokasi yang meliputi 
beberapa hal sebagai berikut : nama pemohon, alamat pemohon, rencana 
permohonan, lokasi permohonan, luas, titik koordinatnya, kondisi 
eksisting, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
Boyolali termasuk dalam kawasan apa, dan kesimpulan lokasi yang 
dimohonkan itu sesuai atau tidak dengan peruntukannya. Kemudian di 
bagian bawah di tanda tangani yang hadir dalam rapat pembahasan dari 
cek lokasi tersebut. Setelah berita acara dibuat kemudian membuat 
undangan rapat untuk acara pembahasan permohonan informasi tata ruang 
dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Boyolali (sebagai laporan), 
sekretaris daerah kab. Boyolali (selaku Ketua BKPRD), kepala DPU 
ESDM Kab. Boyolali, kepala BLH Kab. Boyolali, kepala BPMP2T Kab. 
Boyolali, kepala Dispertanbunhut Kab. Boyolali, kepala Disperindag Kab. 
Boyolali, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Boyolali. Contoh berita acara 
dan undangan rapat akan dilampirkan pada halaman lampiran. 
e. Rapat hasil cek lokasi 
Setelah membuat berita acara dan undangan rapat kemudian hasil cek 
lokasi tersebut dirapatkan. Hal yang akan menjadi bahan pembahasan saat 
rapat adalah terkait dengan hasil pengecekan lokasi yang telah dilakukan 
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yang tertuang dalam berita acara rapat. Rapat dihadiri oleh tim BKPRD 
yang tergabung dalam kegiatan cek lokasi.  
 
3. Output 
Dalam sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang, hal 
yang menjadi outputnya yaitu surat jawaban. Setelah rapat pembahasan 
permohonan informasi tata ruang maka keluarlah surat jawaban 
permohonan informasi tata ruang. Dalam surat jawaban permohonan 
informasi tata ruang ini berisi : tanggal dan nomor surat permohonan itu 
dibuat, tanggal cek lokasi dan hasil rapat cek lokasi. Hasil dari rapat cek 
lokasi tersebut ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah  (RTRW) Kabupaten Boyolali dan penjelasannya sebagai berikut :  
a Jika hasil dari rapat tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Boyolali akan disetujui 
Pada saat pengecekan lokasi yang dilakukan oleh TIM Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) ternyata lokasi yang 
dimohonkan itu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Boyolali maka dalam surat jawaban permohonan informasi 
tata ruang lokasi tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan 
peruntukannya untuk melaksanakan kegiatan lanjutan berkoordinasi 
dengan Kantor Pertanahan Kab. Boyolali terkait dengan proses 
perubahan lahan dalam sertifikat, Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kab. Boyolali terkait dengan 
proses perizinan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Boyolali terkait 
kajian lingkungan yang perlu dilakukan, DPU dan ESDM Kab. Boyolali 
terkait persyaratan teknis, dan Dinas teknis lain terkait dengan kajian 
teknis lainnya.  
b Jika hasil dari rapat tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali maka akan ditolak 
Pada saat pengecekan lokasi yang dilakukan oleh TIM Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) ternyata lokasi yang 
dimohonkan itu tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
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(RTRW) Kabupaten Boyolali maka dalam surat jawaban permohonan 
informasi tata ruang lokasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai 
dengan peruntukannya. Karena tidak sesuai dengan peruntukan berarti 
izinnya tidak bisa terbit oleh karena itu pemohon diharapkan untuk 
mengalihkan ke lokasi lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. 
 
Penjelasan mengenai sistem pengajuan surat permohonan informasi 
tata ruang yang telah dijelaskan diatas ini didapat dari hasil wawancara 
dengan staff Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menangani 
surat permohonan informasi tata ruang pada tanggal 4 Mei 2016 pukul 
11.11 WIB sebagai berikut : 
“Suratnya di input dulu kayak biasane itu. Karena semua minta 
permohonan informasi tata ruang baik itu yang rencana untuk rumah 
tinggal, rumah makan, pabrik, atau usaha yang lain dan yang memohon 
itu dalam satu kabupaten Boyolali itu buanyak makanya untuk lokasi 
yang searah kita kelompok-kelompokkan dulu untuk mempermudah 
dalam pengecekan lokasi. Habis itu cek lapangan dengan tim BKPRD. 
Timnya itu hampir semua SKPD yang ikut itu to ada Pertanian ada DPU 
ada satpol PP ada Hukum ada Pemdes jadi ya hampir semuanya terus 
kita foto sekitarnya kanan kiri kita foto kita lihat situasinelah intine itu. 
Habis itu rapat to ada berapa cek lokasi 2 atau 3 kali cek lokasi terus 
rapat persiapannya buat kayak gini berita acara jadi kalau ini misalnya 
pemohonnya siapa, untuk apa, dimana, luasnya berapa, titik 
koordinatnya berapa, kondisi eksisting yang dimohon itu tadi sesuai 
dengan fotonya tadi itu bentuknya apa kalau sudah berdiri bangunan ya 
tulis aja gini terus berdasarkan RTRW memang lokasi itu masuk 
peruntukan permukiman, perdagangan dan jasa jadi kesimpulannya 
berarti dapat dimanfaatkan kalau ini udah ini kan nanti di tanda tangani 
yang hadir biasanya hanya perwakilan, perwakilan kalau dari Bappeda 
itu siapa dari DPU itu siapa itu yang hadir. Terus habis itu baru 
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dibuatin surat jawabannya kayak ini surat jawaban menunjuk surat 
saudara no berapa telah dilakukan cek lokasi pada tanggal berapa dan 
dilakukan rapat pembahasan dengan hasil iki mau lokasinya dimana titik 
koordinatnya berapa, luasnya berapa ini boleh berdasarkan RTRW terus 
untuk melaksanakan kegiatan lanjutan berkoordinasi dengan ini ini ini 
terus keluarlah surat jawabannya.  
 
Setelah surat jawaban permohonan informasi tata ruang itu terbit 
lalu surat permohonan tersebut dikirim ke Setda (Sekretaris Daerah) 
Kabupaten Boyolali bagian Sekretariat untuk diberi nomor surat. 
Kemudian surat tersebut diinput sebagai bukti bahwa di lokasi tersebut 
sudah dilakukan pengecekan lokasi. Data yang diinput antara lain : no 
surat, nama pemohon, tanggal surat, tanggal cek lokasi, alamat, no SHM, 
luas, titik koordinat, rencana, kondisi eksisting, RTRW dan kesimpulan. 
Setelah diinput, surat permohonan tersebut fotocopy dan distampel. 
Fotocopy surat permohonan ini diberikan kepada camat, pemohon dan 
tembusan surat. Fotocopy surat jawaban permohonan informasi tata 
ruang ini dipisahkan per kecamatan lalu diletakkan ke dalam loker yang 
yang sudah diberi label per kecamatan, ini dilakukan untuk 
mempermudah dalam pengambilan surat jawaban permohonan informasi 
tata ruang apabila ada pemohon yang akan mengambil surat permohonan 
tersebut. 
Kemudian staff Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah akan 
menghubungi para pemohon dengan memberitahukan bahwa surat 
permohonan informasi tata ruang sudah keluar dan dapat diambil di 
bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah atau pemohon yang 
aktif datang ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Boyolali untuk menanyakan apakah surat informasi tata ruang sudah 
keluar atau belum. Proses pemberitahuan ini berlangsung selama 3 
minggu sampai 1 bulan. Contoh surat jawaban permohonan informasi 
tata ruang ini akan dilampirkan pada halaman lampiran. 
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Dalam era keterbukaan informasi ini, kita semua harus tahu dan 
mencari tahu bagaimana ruang kita  itu direncanakan sehingga kasus-
kasus kesalahpahaman dalam pemanfaatan ruang dapat dihindari. Selain 
itu masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya 
terhadap penataan ruang yang telah dijelaskan penulis pada bab II yaitu 
salah satunya untuk mentaati rencana tata ruang yang ada. Salah satu cara 
mentaati rencana tata ruang adalah dengan mengurus perizinan seperti 
yang telah penulis jelaskan pada bab II. Karena perizinan merupakan 
salah satu cara pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun perizinan yang 
dilayani oleh bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali yaitu 
memberikan surat rekomendasi untuk pendirian bangunan atau izin 
pemanfaatan ruang. Surat jawaban permohonan informasi tata ruang ini 
bisa digunakan untuk pencarian izin, baik itu untuk izin pengeringan 
misalnya lokasi tersebut status tanahnya masih pertanian jika ingin 
membangun untuk rumah tinggal atau untuk usaha lainnya itu harus 
melampirkan surat informasi tata ruang terlebih dahulu baru tanah 
tersebut bisa dikeringkan. Selain untuk izin pengeringan juga digunakan 
untuk izin mendirikan bangunan (IMB) dan untuk izin usaha yang 
lainnya. Dengan mengurus IMB secara benar otomatis telah patuh 
terhadap rencana tata ruang yang melekat atas lahan tersebut dan pada 
akhirnya kita dapat mewujudkan bersama ruang yang lebih baik, aman 
dan nyaman tidak hanya untuk saat ini, akan tetapi untuk generasi 
penerus kita selanjutnya. 
 
B. Kendala dalam pengajuan surat permohonan informasi tata ruang 
Dalam mengurus surat permohonan informasi tata ruang tidak 
selamanya berjalan dengan lancar. Adapun kendala-kendala yang dihadapi 
staff  Bappeda Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah baik 
internal maupun eksternal yaitu sebagai berikut : 
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1. Internal  
Kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Boyolali yaitu kurangnya jumlah pegawai di Bidang 
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menangani surat 
permohonan informasi tata ruang, hal ini mengakibatkan banyak 
pemohon yang komplain mengenai lamanya jawaban surat permohonan 
tersebut. 
2. Eksternal 
Kendala yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Boyolali Bidang Infrastruktur dan Pengembangan 
Wilayah yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses 
pengurusan dalam mengajukan surat permohonan informasi tata ruang. 
Surat permohonan informasi tata ruang ini berguna untuk diajukan 
sebagai ijin mendirikan bangunan atau sebagai surat rekomendasi 
pendirian bangunan. Untuk mengatasi kendala eksternal, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali mengadakan 
sosialisasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah per kecamatan.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari pembahasan hasil pengamatan yang telah penulis kemukakan 
pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu : 
1. Sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang di Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali, sebagai 
berikut : 
a. Input  
Dalam sistem pengajuan surat permohonan informasi tata 
ruang hal yang menjadi inputnya adalah surat permohonan beserta 
persyaratannya yaitu Fotocopy KTP pemohonnya, Fotocopy 
Sertifikat, Denah Lokasi, Contact Person, dan jika ada perizinan 
yang lain juga disertakan. Apabila persyaratan tersebut sudah 
lengkap masyarakat dapat mengajukannya ke bidang IV 
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. 
b.   Proses 
Setelah surat permohonan informasi tata ruang masuk di 
bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Surat 
permohonan  tersebut diproses dengan diperiksa oleh Kepala 
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, lalu di rekap 
data-data pemohonnya seperti nama pemohon, alamat, rencana, 
luas, nomor telepon atau HP dan tanggal surat. Setelah itu 
mengelompokkan lokasi yang searah untuk mempermudah dalam 
melakukan cek lokasi.  Membuat jadwal cek lokasi dan 
menghubungi pemohon sebelum mengecek lokasi. Kemudian 
melakukan cek lokasi dengan Tim BKPRD, pengecekan 
dilakukan dengan mengambil gambar dan melihat keadaan 
disekitarnya. Pengecekan lokasi ini berpedoman pada Peraturan 
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Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tantang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-
2031. Setelah pengecekan lokasi, hasil dari cek lokasi tersebut 
dirapatkan dengan menyiapkan berita acara dan undangan rapat. 
c. Output 
Dari hasil rapat pembahasan permohonan informasi tata 
ruang maka keluarlah surat jawaban. Di dalam surat tersebut akan 
diketahui lokasi yang diajukan oleh pemohon itu sesuai atau tidak 
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali. 
Kemudian surat permohonan di input kembali sebagai bukti sudah 
dilakukannya pengecekan lokasi dan surat permohonan diberikan 
kepada pemohon, camat dan tembusan surat. Pemberitahuan 
berlangsung selama 3 minggu sampai dengan 1 bulan. Surat 
jawaban permohonan informasi tata ruang ini digunakan untuk 
pencarian izin pengeringan, IMB, maupun untuk izin usaha 
lainnya 
 
2. Kendala dalam mengajukan surat permohonan informasi tata ruang 
a. Internal 
Kendala yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Boyolali yaitu kurangnya jumlah pegawai di 
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menangani 
surat permohonan informasi tata ruang yang mengakibatkan 
banyak pemohon yang komplain mengenai lamanya jawaban surat 
permohonan tersebut. 
b. Eksternal 
Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya pengetahuan 
masyarakat mengenai proses pengurusan dalam mengajukan surat 
permohonan informasi tata ruang. Surat permohonan informasi tata 
ruang ini berguna untuk diajukan sebagai ijin mendirikan bangunan 
atau sebagai surat rekomendasi pendirian bangunan.  
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B. Saran 
 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali, maka saran yang 
dapat diberikan penulis sebagai berikut : 
1. Oleh karena banyaknya jumlah masyarakat yang mengajukan surat 
permohonan informasi tata ruang maka diharapkan lembaga 
menambah jumlah sumber daya manusia untuk menangani surat 
permohonan informasi tata ruang tersebut agar masyarakat 
mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat.  
2. Agar sosialisasi bisa diterima baik oleh masyarakat, sebaiknya Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali menambah 
media informasi mengenai tata ruang selain sosialisasi langsung misal 
melalui iklan, spanduk atau membuat sistem informasi tata ruang 
(Sintaru).   
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